
 
BUPATI KLATEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KLATEN 

NOMOR 25 TAHUN 2025 

 TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KLATEN, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025;  

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa  Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

SALINAN 

Daerah    Kabupaten  Klaten   Nomor 2   Tahun   2025 tentang



Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6867); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

KLATEN TAHUN ANGGARAN 2025. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan 

rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Klaten. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. 

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 

dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara 

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan 

yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 

8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan 

yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan 

potensi yang dimiliki Daerah. 

9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 

dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 

dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang 

dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan 

kewajiban Daerah tersebut.  

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan 

pengawasan Keuangan Daerah.  

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.  

13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas 

Daerah.  

14. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran berkenaan. 

15. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam 

anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah 



untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi.  

16. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam 

anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, 

baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.  

17. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan tertentu anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada 

Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu 

dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan 

keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah.  

18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi.  

19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah 

dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan 

dan belanja negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu 

dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus 

yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah.  

20. Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang 

bersumber dari Pendapatan Daerah provinsi yang 

dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka 

persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

21. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 



22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 

pribadi atau badan.  

23. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan 

daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan 

transfer. 

24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

periode tahun anggaran berkenaan.  

25. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan 

sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek. 

26. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam 

rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset 

tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran 

untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan 

atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan 

kapasitas dan kualitas aset. 

27. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 

baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-

tahun anggaran berikutnya. 

28. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKAP SKPD 

adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan 

belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang 

melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang 

digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.  

29. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 

(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

 



30. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 

1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian 

sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari 

sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang 

berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal 

termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari 

beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai 

masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk 

barang/jasa. 

31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah 

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau 

dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 

SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 

pengguna anggaran.  

32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 

pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.  

33. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau unit 

kerja pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola 

pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.  

34. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.  

35. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

Pengelolaan Keuangan Daerah.  

36. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan 

melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan 

APBD. 



37. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 

jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 2 

APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah 

Rp3.097.704.837.282,00 (tiga trilyun sembilan puluh tujuh 

miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu 

dua ratus delapan puluh dua rupiah) bertambah sebesar 

Rp23.317.261.328,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh 

belas juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh 

delapan rupiah)  sehingga menjadi Rp3.121.022.098.610,00 (tiga 

trilyun seratus dua puluh satu miliar dua puluh dua juta 

sembilan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah) dengan 

rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan Daerah 

1. semula Rp 2.825.310.610.871,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp           8.435.250.493,00 

jumlah pendapatan setelah Rp  2.833.745.861.364,00 

perubahan 

b. Belanja Daerah 

1. semula Rp 3.091.704.837.282,00 

2. bertambah/(berkurang) Rp      23.317.261.328,00 

jumlah belanja setelah Rp  3.115.022.098.610,00 

perubahan 

surplus/(defisit) Rp   (281.276.237.246,00) 

c. Pembiayaan Daerah  

1. penerimaan Pembiayaan 

a) semula Rp    272.394.226.411,00 

b) bertambah/(berkurang) Rp      14.882.010.835,00 

jumlah penerimaan Rp    287.276.237.246,00 

setelah perubahan 

2. pengeluaran 

a) semula Rp        6.000.000.000,00 



b) bertambah / (berkurang) Rp                            0,00 

jumlah pengeluaran Rp        6.000.000.000,00 

setelah perubahan 

jumlah pembiayaan netto Rp    281.276.237.246,00 

setelah perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran Rp                           0,00 

tahun berkenaan 

 

Pasal 3 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari : 

a. Lampiran I : ringkasan penjabaran APBD yang 

diklasifikasi menurut kelompok, jenis, 

objek, rincian objek, dan sub rincian obyek 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II : penjabaran APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, 

Kegiatan, sub Kegiatan, kelompok, jenis, 

objek, rincian objek, dan sub rincian obyek 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III : daftar nama penerima, alamat penerima, 

dan besaran hibah; 

d. Lampiran IV : daftar nama penerima, alamat penerima, 

dan besaran bantuan sosial; 

e. Lampiran V : daftar nama penerima, alamat penerima, 

dan besaran bantuan keuangan bersifat 

umum dan bersifat khusus;  

f. Lampiran VI : daftar nama penerima, alamat penerima, 

dan besaran belanja bagi hasil;  

g. Lampiran VII  : daftar  belanja pengadaan barang/jasa 

berupa produk dalam negeri yang 

diklasifikasi menurut urusan, bidang 

urusan, SKPD, kelompok, jenis, objek, 

rincian objek, dan sub rincian objek 

pendapatan, belanja Pembiayaan; dan 



h. Lampiran VIII  : daftar rekapitulasi dan sinkronisasi 

Peraturan Bupati penjabaran APBD yang 

disajikan berdasarkan sumber dana. 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

Pasal 4 

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 

2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan 

lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah 

Kabupaten Klaten. 

 
 

Ditetapkan di Klaten       

pada tanggal  19 Agustus 2025 

 

BUPATI KLATEN, 

cap 

ttd 

HAMENANG WAJAR ISMOYO 

 

Diundangkan di Klaten  

pada tanggal  19 Agustus 2025 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, 

cap 

 ttd 

JAJANG PRIHONO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 25 

Mengesahkan 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN 

KESEJAHTERAAN RAKYAT 

u.b. 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

cap 

ttd 

Sri Rahayu, SH, MHum 




